BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.241, 2018 KEMEN-ESDM. Pencabutan Permen Kegiatan di
Bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi
Energi.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TERKAIT KEGIATAN DI BIDANG ENERGI BARU, TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong minat investasi pada kegiatan
usaha di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi
energi perlu melakukan penyederhanaan peraturan
perundang-undangan di bidang energi baru, terbarukan,
dan konservasi energi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Terkait Kegiatan di Bidang Energi Baru,

Terbarukan, dan Konservasi Energi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
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Menetapkan:

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TERKAIT KEGIATAN
DI BIDANG ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI
ENERGI.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian
Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 556);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik
dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas
sampai dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 963);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha
Jasa Konservasi Energi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 848);
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4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik
dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik oleh PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1013); dan

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik
dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit
Listrik Tenaga Biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1129),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Februari 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



